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WALIKOTA MANADO,

baliwa dalamn rangka melaksanakan Kketentuan Pasal S
Peratuiran Daerah Kota Manado Nomaor 2 Tahun 2014 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Manado,perlu  menetapkan Peraturan Walikota tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dai Fungsi Seita Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Tipe C

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 T

. o N1 A
aiiunn - 2014 tentang
12

telah hehemna kali

Pemerintahan Daerah sebagairn n

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerals,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentano Pembentuilzan Produlk Hulkiim Daerah:
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7. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

WOTA MANADO TIPE C
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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Kota adalah Kota Manadn

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
Walikota adalah Walikota Manado.
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Kepala Dinas adalah Kepala Sekretariat Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Sekretarisadalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan

Dn]nwanon ’T‘pmnr‘n Satu D1r\fU.
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Bidangadalah Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Scksi adalah Scksi pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang ierdiri dari unsur-
unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah vang terkait dengan
perizinan dan atau non perizinan yang memiliki kompetensi
sesuai bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan

‘anlvlrnfn
v AJ LA

¥ CAALAN

<

N o k=D

_O)

(e
(@}

BAB 1II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2
1\ Df - rnev Danassamiass Madal dases Dalasranmas Moarmandil Qatia S gl
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merupakan unsur pelaksana nrusan pemerintahan hidang

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2) Dinas Penanaman Mecdal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah

dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan
urusain pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelaynan
Terpadu Satu Pintu serta Tugas Pembantuan.



Bagian Ketiga
Fungsi
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Dinas Penanaman Modal dain Pelayanan Terpadu Satu
Pintiidalam melaksanakan tn 1gas Phqnmmang dimaksy d ada

Pasal (3), menyelenggarakan fungs1

perumusan kebljakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
peiaksandan ncugcmdu sesuai ucngan 111‘1gKup tugasiiya,
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan lingkup tugasnya.
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BAB 1II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Dinas Penanaman Modai dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
terdiri atas :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat Dinas, yang membawahi :
1) Subbagian Program, Keuangan dan Peiaporan; dan
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Promosi, Kerja Sama Penanaman Modal Dan

Pelayanan Perizinan Ekonomi Dan Sosial, yang
mhauvrahi -
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1) Seksi Promosi Dan Kerja Sama Penanaman Modal;
2) Seksi Pelayanan Perizinan Ekonomi; dan

—
[
~——

d. Bgd_a_no Perm'\r‘qnpon Penanaman Mgdnl Dan Pelavanan
Perizinan Pembangunan Dan Lingkungan Hidup, yang
membawahi :
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Modal;

2) Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan; dan
3) Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup.
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Pengawasandan Regulasi, yang membawabhi :

1) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;

2) Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan; dan

\ Qelrsi Dﬂﬂgquqqn dan an!19g§
L Un1t Pelaksana Teknis Dinas.
(2) Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian udak ierpisahikan dari
Peraturan ini.
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BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Dinas Penanainain Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
d"'umﬂm oleh Kpnela Dinas.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman
modal dan penyeienggaraan pelayanain terpadu satu pintu.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat(2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintuy;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;
¢. pelaksanaan cvaluasi  dan pcla‘ooran di  bidang

d. penyelenggaraan admlnlstra31 di bldang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

€. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional promosi
dan kerjasama investasi;

f. penyeienggaraan kegiatan teknis operasional
perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
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pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
h. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

kegiatan teknis o

vaiyava %= Sviaiaas

1nforma81 dan pelayanan pengaduan dan regulas1
1 penyelenggaraan keglatan teknis operasxonal penzman
dan non perizinan ekonomi, sosiai, pembangunan dan
lingkungan hidup; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
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Bagian Kedua
Kewenangan Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai Kewenangan inenandatangani
perizinandan/atan non perizinan atas nama Walikota

berdasarkan pelimpahan wewenang dari Walikota.

Bagian Ketiga
Sekretariat Dinas

Pasal 8

ckretariat Dinas dipimpin olch Scorang Sckictaris.
ekretawqmemmmvm tugas membantn k'Pnpla Dinas dalam

melaksanakan Pengelolaan Urusan Perencanaan Keuangan,
Kepegawaian, Surat menyurat, Aset dan Rumah Tangga.



(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fung31

a. pciyusuilail fciiCalia  progiaiu nc:l_jd ucui kcgiatan
Sekretariat yang herbasis kineria;

b. pengkoordinasian rencana program kerja dan kegiatan
Dinas;

C. peilyusSunail peruinusail "t‘:bijak"‘l
dibidang sekretariat;

d. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan

teknis Dinas;
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strategis, rencana Kkerja, rencana kinerja, rencana
kegiatan, dan anggaran Dinas;
pcugkuurdinasian pelaksanaan tugas unit-unit
oroganisasi di hqo‘l(urmqr\ Dinas;
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penyusunan rencana ker_)asama Dinas

penyusunan penetapan kinerja Dinas;

peinyusunain laporan keuangan Dinas,

penvusunan petunjuk pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas;

pemantauan, pengendalian dan Pengevaluasian kinerja

serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;;
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program

dan kegiatan Dinas;
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tahunan Dinas;

o. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat,
kearsipan, adminisirasi urmuimn perpusiakaan,
kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta
hubungan masyarakat;

p. pengendahan dan pelaksanaan norma, standar,

e om An natrirni s Anoaraacinnal Al 1
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kesekretariatan;
q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegialan sekretariat; dan
nelnkqgngcm tueag lain vang

o n aftas
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m dan kegiatan
dan kegiatan
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Bagian Keempat

Bidang Promosi, Kerja Sama Penanaman Modal dan Pelayanan

(1)

(2
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Pasal 9

Bidang Promosi, Kerja Sama Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sosial mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di
hidano nromosi lzpnq sama penanaman modal dan nm’}_vnan
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dan non perizinan ekonomi vang meliputi perdagangan,
perindustrian, penanaman modal, pertanian, kepariwisataan
danperekonomian  lainnya  sertaperizinan dan  non

ppﬁ’nnqnqr\qmlvqno melinuti Pendidikan Kesahatan, Tenaga
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Kerja, dan sosial kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayai (1, Bidang Promosi, Kerja Sama Penanaman Modal dan
Pelavanan Perizinan Ekonomi dan Sosial menyelenggarakan
fungsi:
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(2)

a. penyusunan rencana program Kkerja dan kegiatan di
bidang promosi dan kerjasama investasi serta Pelayanan
pcrizinan dan non perizinain ckonomi dain sosial yang
herhasis kineria;

b. penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis di
bidang p"OI‘ﬁOSl, kerjasama investast serta Pelayanan
per izinan dai 1noin [3 51 rizinan ekonoimi dain sosial,

c. penyusunan penetapan kinerja bidang promosi dan
kerjasama investasi dalam dan Iuar negeri serta

perizinan dan non perizinan ekonomi dan sosial;

anyelengg""am kegiatan promosi dalam dan luar negert

dan pencarian peluang investasi;

e. pelaksanaan kerjasama investasi dalam dan luar negeri;

pelaksanaan publikasi .penvcbarluasan informasi serta

peluang investasi dalam dan luar negeri;

g. pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pihak dalam
penyelenggaraan promosi dan kerjasama investasi dalam
dan luar negeri bagi pengembangan penanaman modal
dan investasi di daerah:

h. pelaksanaan pelayanan perizinan bidang ekonomi dan

sosial;
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i. pelakasanaan koordinasi dengan instansi teknis yang
terkait dengan perizinan dan non perizinan ekonomi dan
sosial;

j. pengkoordinasian Tim Teknis yang terkait dengan
nermzinan:

Preldmiiitils,

k. pengevaluasian kinerja Tim Teknis yang terkait;

l. pengendalian dan Pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan peiunjuk operasional di bidang promosi
penanaman modal dan Pelayanan perizinan ekonomi dan
sosial;

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas

1 1nt 3 Anl
dan kegiatan bidang promosi, kerja jasama investasi dalam

dan luar negeri serta pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang ekonomi dan sosial;dan
. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Bidaiig Perencanaan Penanamain Modal dai Pelayainai
Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Pasal 10
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tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksana.kan tugas-
tugas Bidang Perencanaan dan pengembangan penanaman
inodal seita pc:ldydnau per izinain dail 1oi
perizinanpembangunan, perhubungan dan tata ruangserta
perizinan dan non perizinan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan

Pelayanan Penzman Pembangunan dan Lingkungan
Hidupmenyelenggarakan fungsi:



a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang
Perencanaan dan pengembangan penanaman modal
seita pbldy allail pt,l J.Lulcul udu 11011 pLI J.Ll“cul
pembangunan dan lingkungan hidup yang herbasis
kinerja;

b penyusuﬂan rencana perumusan kebijakan teknis di
bidang perencanaan dan pengembangai penanaimai
modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan
pembangunan dan lingkungan hidup;

c. penyusunan penetapan kinerja bidang perencanaan dan

pelayanan
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perizinan dan non perizinan pembangunan dan
lingkungan hidup;
pelaksanaan Perencanaan dan pengembangait
Penanaman Modal;

e. pelaksanaan pengembangan potensi unggulan daerah;

f. pelaksanaan Koordinasi Antar Lembaga Dalam
Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal di
daerah:

g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang
permasalahan di bidang perencanaan dan

"\ kol ﬂﬂﬂf\ﬂamﬂﬂ f‘ﬂ]'
r}\z“s\/“luullbﬂll tl\/lA(AAA AdACAd lll\luul’

h. pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan
b1dang pembangunan perhubungan, tata ruang dan

lingkungan hidup;
pplnlzqqnqon loordinasi dengan instansi teknis yvang
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terkait dengan perizinan dan non perizinan
pembangunan, perhubungan, tata ruang dan
iingkungan hidup;

pengkoordinasian Tim Teknis vang terkait dengan

.C;
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perizinan,;
k. pengevaluasian kinerja Tim Teknis yang terkait;
. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,

pedoman dan petunjuk operasional di bidang
peencanaan dan pengembangan penanaman modal serta
pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan
hidun:

B b o)

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas
dan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan
Penanamain  Modal serta  pelayanan  perizinan
pembangunan dan lingkungan hidup: dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam

Bidang Data, Informasi, Pengaduan, Pengawasandan Regulasi

Pasal 11

Bidang Data, Informasi, Pengaduan, Pengawasandan
Reonlasi memnunvai tugas membantn Yp?nh Dinas dalam
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melaksanakan tugas—tugas Bidang pengelolaan Data dan
Informasi, pelayanan informasi/customer service, pelayanan
pengaduan, — pengawasdnperizinan - osecara  lerpadu,
pengawasan penanaman modal serta analisa dan
penyusunan regulasi terkait penanaman modal dan
perizinan terpadu



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Bidang Data, Informasi, Pengaduan,
Peiigawasaiidain Regulasimenyelenggarakain fungsi.
a. penvusunan rencana program kema dan kr—m atan di

bldang data, informasi pengaduan dan regulas1 yang

berbasis kinerja;

peiyusuiiail i€iiCaiia peruinusail ncm_]ancul teknis di

bidang data, informasi pengaduan dan regulasi;

c. penyusunan penetapan kinerja di bidang data, informasi
pengaduan dan regulasi;

. . .
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investasi dan perizinan;
e. pengembangan Sistem Informasi Investasi dan Perizinan
berbasis Teknuiugi;

o

511.

................................ customer service
dan pengaduan,

g. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan di
loket pelayanai;

h. pelaksanaan pengkajian dan penilaian atas laporan
kegiatan penanaman modal secara berkaia;

i. pelaksanaan bimbingan/pembinaan dalam penanaman
modal;

i. pelaksanaan pemantauan realisasi pelaksanaan dan

evaluasi perkembangan penanaman modal;

pelaksanaan pengendalian Penanaman modal;

pelaksanaan Pengawasan terkait Perizinan secara

terpadu;

m. pelaksanaan analisa terhadap regulasi terkait
penanaman modal dan perizinan ierpadu;

n. penyusunan regulasi terkait penanaman modal dan
perizinan dan non perizinan;

0. pelaksanaan Koordinasi Antar Lembaga Dalam
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p. pelaksanaan koordinasi penyusunan regulasi terkait
penanaman modal dan perizinan terpadu;

q. pengendalian dan Pelaksanaan norma, standar,
pedoman dan petunjuk operasional di hidang data,
informasi dan pelayanan pengaduan serta regulasi;

r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas
dan kegiatan bidang data, inforimasi dan pelayanain
pengaduan serta regulasi; dan

s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketujuh
Rincian Tugas Subbagian pada Sekretaris
Pasal 12
\ Suibhaoian Prooram. Keuianoan da alannran mempunyai
agiar ogram, Keuangan dan Pelaporan mempunya:

tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan
pengelolaan urusan perencanaan, keuangan dan aset.

YR = I P Qo o Y Yo 1,
Rinciain  tugas oSuvvagiall rrogiaii, AKcuaigail  qail

Pelaporan:

a. menyusun rencana Kkegiatan Sekretariat di bidang
perencanam keuangan dan aset yang berbasis kmerja

D. 1ucugnuu1u1udmnau1 I€iiCalla prograiii Kei Ja dai eg1aLan
Dinas;



c. menyusun perumusan kebijakan umum dan teknis di
bidang perencanaan keuangan dan aset;

illﬁllgk()()f'u as 'ndn pLI uiilusaii nCUle.t\d“ uinuinn L'ld.ll
teknis Dinas di hidang perencanaan, kenianoan dan aset:
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e. mengkoordinasikan penyusunan rencana umum,
rencana strategis, rencana kerja, rencana kinera,
rencana kKegiatain, dain anggarain Dinas,

menyusun rencana kerjasama Dinas

menyusun penetapan kinerja Dinas;

menyusun laporan keuangan Dinas;

.
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Dinas;

j. memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja
serta dampak melaksanakan program dan  kegialan
Dinas:

S ARG,

k. menyusun laporan akuntabilitas kinerja Dinas;

menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan

kegiaian Dinas;

m. menvusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan
tahunan Dinas;

n. mengelola penatausahaan keuangan Dinas dan

Pn]nnnrnn Acot Ninnas
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0. mengendahkan dan melaksanakan norma, standar,
pedoman dan petunjuk operasional di bidang Program,
Keuangan dan Aset;

p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

kegiatan di bidang Program, Keuangan dan Aset; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
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Pasal 13

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
membantu SekretarisDinas dalam melaksanakan pengelolaan
urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga.

(2} Rincian tugas Subuagnau Umum dan KCngaVvalau

a. menyusun rencana Kkegiatan Sekretariat di bidang
Umum dan Kepegawaian yang berbasis kinerja;

b. mengkoordinasikan rencana program Kerja dan kegiatan
Dinas;

c. menyusun perumusan kebijakan umum dan teknis
kepegawaian;

d. mengkoordinasikan perumusan kebijakan umuim darn

teknis Dinas di bidang Kepegawaian:
e. mengelola kepegawaian dan administrasi umum,
kearsipan sarana dan prasarana serta hubungan

masyarakat;

memelihara Sarana dan Prasarana Kantor;
menyusun laporan kinerja pegawai;

), o i e Y s b sz il s S congues e 2l
likan dan melaksanakan norina, standar,
nednmqn dan nthmk nnPrqemngl di hidano
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Admlnlstrasi Umum dan Kepegawalan,
1. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Ty
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Kepegawaian;dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
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Bagian Kedelapan
Rincian Tugas Seksi pada Bidang Promosi, Kerja Sama

Daromrvminamrn: Alinddal dam Palassmiaemis Phanlsie e a Pt S N et
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(2)

(1)

(2)
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Seksi Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Promosi, Kerja
Sama Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Ekonomi

dan Sosial dalam menvelenggaralkzan tuoas n"nmr\ql

aaa A2aVia) VAVILARDRA SRlaals e = LaiAU O

Penanaman Modal dan Kerja Sama Penanaman Modal.

Rincian tugas Seksi Promosi dan Kerja Sama Penanaman

Modai:

a. menyusun Rencana Kegiatan di bidang Promosi
Penanaman Modal dan Kerja Sama Penanaman Modal

b. menyusun penetapan kinerja bidang promosi dan

+ Aala Aan 1 3
kerjasmua investasi dalam dan luar negcr:

c. menyelenggarakan kegiatan promosi dalam dan luar
negeri , pencarian peluang investasi;
melaksanakan keijasama investasi dalain dan luai

.C‘_

e. melaksanakan publikasi ,penyebarluasan informasi serta
peluang investasi dalam dan luar negeri'

melaksanakan Koordinasi dengan berbagai pihak dalam
penyelenggaraan promosi dan kerjasama investasi dalam
dan Iuar negeri bagi pengembangan penanaman modal

dan investasi di daerah;

mp]olron IIOV\ mnnd’nﬁﬂn p‘ ')11\001 an r\n]g
ddiviaddiaodia AquA diividiituiiiig, Viidduao vida

dan kegiatan bidang promosi, kerjasama investasi dalam
dan luar negeri;dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
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Pasal 15

Seksi Pelayanan Perizinan Ekonomi mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Promosi, Kerja Sama Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sosial dalam
menyelenggarakan  Pelayanan  Perizinan dan non
perizinanEkonomiyang meliputi perdagangan, perindustrian
penanaman modal, pertanian, kepanmsataanserta perizinan

128 An
dan non P»ﬂz:na .!amnya yang upfu‘duunguu acngan

perekonomian.
Rincian tugas Seksi Pelayanan Perizinan Ekonomi :

d. IHCII\’Ubuu rciicdaila I&Cgldbdll ul Ul(.ldllg l" 1dlelaI]
perwmnn dan non nprwmcm elkkonomi yang herhasis

izinan dan non izinan 1g  berbasis
kinerja;

b. menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di
bidang Pelayanain perizinai dain non peiizinai €Koioini;

c. menvusunpenetapan kinerja bidang pelavanan perizinan
dan non perizinan ekonomi;

d. melaksanakan pelayanan perizinan bidang ekonomi;

e mn]o]ronno]ror\ 1rnr\v-r1vﬂocv Aﬂﬂﬂf\ﬂ 1not0nq1 fn]rruo Xronoy
e ALAVACUAA Ui ataincaas HUVL ULLIAol Uldlgdll dlloldliol weidiio yalilyg

terkait dengan perizinan dan non perizinan ekonomi;
f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja Tim
Teknis yang terkait;



g. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan
petizinai €Konoiii,

melalkeanakan manitori ng, evaluiasgi dan nplgpor_

R B L B2 Rk g et Rt ..-___ r-

tuoas
tugas

14}
dan kegiatan bidang pelayanan perizinan dan non
per'.zm..n bidang ekonorm dan

b

~ -!_.... _ .- 4

i. melaks:

nakai tugas lain yang diberikan atasai.
Pasal 16
(1) Seksi Pelayanan Perizinan Sosial mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Promosi, Kerja Sama Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sosial dalam
menyelenggarakan — Pelayanan — Perizinan  dan  non
perizinanSosial yang meliputi Pendidikan, Kesahatan,
Tenaga Kerja, sertaperizinan dan non perizinanlainnya yang
berhubungan dengan sosial kemasyarakatan.
8 & Y
F 7o) B 5 b4 s SR S ROl o S Pt S o YA WA SR o SO A, S Ol @ e (Y
|4) Kiclail tugas OEKSI reidydildil rerizidil Susidl.
a. menvusun rencana kegiatan di bidang Pelavanan
perizinan dan non perizinan Sosial yang berbasis kinerja;
b. menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di

l\‘f‘ﬂﬂ" Dﬂlﬂ XTAMNAYy ﬂﬁ""" A nr ﬂﬂ"“"" Qf\(“ﬂ]
L/Auull& i A(AJ&AAA(AAA t}\l‘ A[JAAA(AAA \A(All AA\JAa tl\/l Al‘AAAuAA U\./L)ALAA,

c. menyusunpenetapan kinerja bidang pelayanan perizinan
dan non perizinan Sosial;

d. melaksanakan pelayanan perizinan bidang Sosial;

e. melalksanalzan koordinast r!npgqn instansi teknis yang
terkait dengan perizinan dan non perizinan Sosial;

f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja Tim
Teknis yang ierkaii.

g. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan
perizinan Sosial;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas
dan kegiatan bidang pelayan perizinan dan non

perizinan Sosial; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasai.

Bagian Kesembilan
Rincian T ugas Seksi pdud Dluaug Perencainaan Penanaimain
Modal dan Pelavanan Perizinan Pembangunan dan
Lingkungan Hidup

Pasal 17

(1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman
Modalmempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Perencanaan Penanaman Modal dan Peiayanan Perizinan
Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam
menyelenggarakan tugas perencanaan dan pengembangan
penanaman modal

(2) Rincian tugas Scksi
Penanaman Modal:

a. menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan dan

pengembangan penanaman modal yang berbasis kinerja,



(@)

b. menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di
bidang perencanaan dan pengembangan penanaman
inodal,

menyusun penetapan lnrmnq hud___ng perencanaan dan

pengembangan penanaman modal,
d. melaksanakan Perencanaan dan  pengembangan
Penanamain Modal.
e. melaksanakan pengembangan Potensi Unggulan Daerah
f. melaksanakan Koordinasi Antar Lembaga Dalam

Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal di
l"’JpT'O]'\

WCiva Gaas

g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
tentang permasalahan di bidang perencanaan dan
pengetnbangan penanainan modal,

h. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar,

Al. ALAIpVAARRAAARAL ALV ARAACSTALTRAARAL AiUL 2225, Siias

pedoman dan petunjuk operasional di bidang
perencanaan Penanaman Modal;

i.  imelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas
dan kegiatan bidang perencanaan penanaman
modal;dan

(o]

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 18

i

membantu Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan
Hidup dalam menyelenggarakan tugas pelayanan perizinan

dan non ﬂpr'mnqnvapcr helzaitan dengan nembanouinan

aiiia aaTa Vaideaiilaa ML AaliA ALl MvasRital puradisiiLsnaLdinld,

perhubungan dan tata ruang.

Rincian tugas Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan:

4. IMenyusun rencana kegiaian bidang peldyanan perizinan
dan non perizinan pembangunan vang berbasis kinerja;

b. menyusun rencana perumusan Kebijakan teknis di
bidang pelayanan perizinan dan non perizinan
pembangunan;

Cc. menyusun penetapan Kkinerja bidang pelayanan

perizinan dan non perizinan pembangunan;

melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan

h!daqn npmhqr\mmgn nPrhnhnnrmn dan tata rmang;

e. melaksanakan koordlna31 dengan instansi tekms yang
terkait dengan perizinan dan non  perizinan
pembangunai, perhubungan dan tata ruang,

f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi kineria Tim
Teknis yang terkait;

g. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar,

nnr‘r\ moan flnﬂ ﬂnh'lﬂ!VIII nnnro(ﬂr\no] Hv b‘AO“" nn]otrnnon
PrMVLALIALL Ul pu 1jUL Upliadolvliidl WUl e

perizinan pembangunan, perhubungan dan tata ruang;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas
dan kegiatan bidang pelayanan perizinan pembangunarn,
perhubungan dan tata ruang; dan

Qekei Pelavanan Perizinan Pembanoiinan memnunvai tuoas
Seks! Pelayanan rerizinan Fembangunan mempunyal tugas

F‘..

4 Salaia

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
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Pasal 19

Seksi pp]avanan Perizinan T1naln1n(79n T—hdnn mpmnnnvm

DL o} Rt & it 1120 1110111

tugas membantu Kepala B1dang Perencanaan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Pembangunan dan

Lingkungan Hidup  dalam mcnvcxcnggdxanau tugas

Pelayanan Perizinan dan non nenzgnqn vang berkaitan

dengan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rincian tugas Seksi Pelayanan Perizinan ngkungan Hldup

d. IIlCIl_y usuil rencaila KCglde.[l Ul(.ld.llg pCldyculdIl pCI Mllld.[l
dan non perizinan lingkungan hidup vang berbasis
kinerja;

b. menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di

22 alal "\Cﬂlﬂ“"f)ﬂf)ﬂ ol """1"\0 Aoﬂ balalel ”

ul uAAb kJ A(AJ CALiCAdd r} A AdsdlAcALL \ACAda AA\Jia tJ\al OAAA(An
lingkungan hidup;
C. menyusun penetapan Kkinerja bidang pelayanan

perizinan dan non perizinan 1ingkungan hidup;
d. melaksanalan nplavqnqn nerizinan dan non nerizinan

d. melaksanakan pe dan non perizinan
bidang llngkungan hldup,

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis yang
ierkall dengan perizinan dan non perizinan iingkungan
hidup:

f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja Tim

? "
Teknis yang terkait;
6. 111\4116\411\.&9{111\&11 ACiiL AAA\/LMK\O(AALMI\MLL nol lllu, vildiivada )

pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan
perizinan lingkungan hidup;

h. 1[161dnbd“dhdu mumwuug cvd 1 aSi dail pc 11 pUldll Lugdb

dan kegiatan bhidang pelayanan perizinan lingkungan
hidup; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kesepuiuh

Rincian Tugas Seksi pada Bidang Data, Informasi, Pengaduan,

(1)
v

(2)

Danoawasan Aan Dnmﬂqov
A \f‘lo FAADLALL LAl ANy b

Pasal 20

Qelrsi Seksi enoelplaan Data Dan lnfnrmgmmpmpnnym

CAASL 4 LadglaUallul Ol Jodl ddddviilligodiddeddl

tugas membantu Bidang Data, Informasi, Pengaduan dan
Regulasi dalam menyelenggarakan tugas pengelolaan data
dai informasi.

Rincian tugas Seksi Pengelolaan Data Dan Informasi:

a. rnenyusun rencana kegiatan di bidang pengelolaan data

: Feo
U.dll UMUI 111431 yailg ucr Udblb MHCIJQ.

h menyusun rencana perumusan kPh akan

bldang pengelolaan data dan 1nforma31,

c. menyusun penetapan kinerja di bidang pengelolaan data
dan informasi,

d. menyelenggarakan dan mengelola sistem informasi
investasi dan perizinan;

e. menggembangkan Sistem Informasi Investasi dan

Domvn‘w)n bprhgch ’l‘nbnn]nm
NoA Adadda WA NIRANIAN AML\ILUb

f. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar,
pedoman dan petunjuk operasional di bidang
pengelolaan dala dan informasi, dan

teknis di



(1)

(2)

(1)

(2)

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas
dan kegiatan bidang pengelolaan data dan informasi;

1 Sy s = e oo o vy § o @iz - 1 e I et
1. mclaksanakaii tugas laii yailg dibciikail atasail.

Pasal 21

Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduanmempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Data, Informasi, Pengaduan dan
Regulasi dalam menyelenggarakan tugas Pelayanan
Informasi/Customer Service dan pengaduan.

Rincian tugas Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan:

a. menyusun rencana kegiatan di bidang pelayanan

1“‘. v-mr)(“ /r\\vefnmo (‘Qﬂ"‘cﬁ AO“ ﬂnﬂ"ﬂf‘ hiseRaled
ALAANJA AAAM\JA R A e N A Vi NAdada kaA AL MMAL ¥ \Allb

berbasis k1nexj1a,
b. menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di

bidang pelayanan informasi/customer service  dan
nencadnan:

| e = et LY )

c. menyusun penetapan Kkinerja di bidang pelayanan
informasi/customer service dan pengaduan;
menyeiengarakan pelayanan informasi/cusiomer service
dan pengaduan;

e. mengkordinasikan dan memonitoring pelaksanaan

kegiatan pelayanan di loket pelayanan,;

mengendalikan dan melaksanakan norma, standar,

pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan

informasi/customer service dan pengaduan;

g. melaksanakan inonitoring, evaluasi dan pelaporan tugas
dan kegiatan bhidang pelayanan informasi/customer
service dan pengaduan;dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

e

ans ]

Pasal 22

Seksi Pengawasan dan Regulasi mempunyvai tugas
membantu KepalaBidang Data, Informasi, Pengaduan dan
Regulasi dalam menyelenggarakan tugas Pengawasan,

ﬂﬂﬂl'(‘ﬂ A"\V\ MNMAaNnIMmIaTIMNAam ran]ncv
CLIUAIOU Udil pPUdly UoUldiL A Vg UiLdsi.

Rincian tugas Seksi Pengawasan dan Regulasi:

a. menyusun rencana kegiatan di bidang regulasi yang
berbasis kKinerja,

h. menyusun rencana perumusan kehiiakan
bidang regulasi;

¢c. menyusun penetapan kinerja di bidang data, informasi
pengaduai dan regulasi,

d. melaksanakan pengkajian dan penilaian atas laporan
kegiatan penanaman modal secara berkala;

e. melaksanakan bimbingan/pembinaan dalam

r\pnnnnmnﬂ mnﬂo]
e e )

teknis di

f. melaksanakan pemantauan realisasi pelaksanaan dan
evaluasi perkembangan penanaman modal;

g. elaksanakan pengendalian Penanaman modal,

h. melaksanakan Pengawasan terkait Perizinan secara

terpadu;
melakukan analisa terhadap regulasi terkait penanaman
inodal dain perizinan teipadu;

[y
.
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(1)

(2)

(3)

menyusun regulasi terkait penanaman modal dan

perizinan dan non perizinan;

mclaksanakan Kooidinasi  Antar  Lembaga Dalam

Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/ PMA;

. melakukan koordinasi terkait penyusunan regulasi
terkait penanaman modal dan perizinan terpadu;

. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar,
pedoman dan petunjuk operasional di bidang regulasi;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas

dan kegiatan bidang regulasi;dan

[—,
.

e
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Bagian Kesebelas
Tim Teknis
Pasal 23
Tim Teknis mempunyai fugas memberikan saran

pertimbangan dalam rangka pemberian rekomendasi

mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan

perizinanatau non perizinan kepada Kepala Dinas.

Rincian hmcm Tim Teknis:

a. melaksanakan Analisa Kelayakan Penerbitan Izin dan
non izin sesual peraturan pemndang—undangan dan
dalam batas waktu yang ditentukai;

b. membuat rekomendasi kepada kepala dinas melaui
kepala bidang yang bersesuaian tentang diterima atau

ditolaknya Permohonan Izin dan non izin;

melalksanakan Perhitiinean Panetanan Retribusi

AdiVAaaD AL 4 4 Ldddditiigaa 4 Vddv ALl . AN

Perizinan; dan
d. membuat dan menyampaikan laporan hasil rekomendasi
kepada Kepala SKPD yang terkail dan Kepala Dinas.

o

BAB V
TATA KERJA

n 114
rasai 4«

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, iu‘tcgrdsi dan  sinkronisasi  baik  dalain
]1'101(11“0’21’\ mQQYﬂﬂ' mqmnn mqumm Q“fﬂ"’ qpfnan nrnqnmnm

di llngkungan Pemermtah Daerah serta dengan 1nstan31 lain
diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-
imasing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai

Aﬂﬂ(\‘ﬂﬂ V‘\QV")h‘T")ﬂ ?‘\Qﬂ“ﬂ'qqqﬂ 1\"\d nonn
Rt o 1.1 Allal Gl Pl daual B it & Sl

Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.



(4)

(5)

(6)

(7)

(2)
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Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan

we_ktl.mya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan

organisasi dari bawahannya wajib diolah dan diper"unakan

bt:uagcu bahan untuk peEityusuiiail ldelcUl lebin mu_j ut dai

untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan,

tembusan laporan wajib dlsampalkan kepada satuan
isasi lainyang secara fungsional mempunyai

ker_la.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan

organisasi dibawaliiya dan  dalam 1angka petberian

himbingan kepada bawahannya masing-masing, wg_}gb

e e = bt AL pRRR MOAVY AR22235 R o Bt o )

mengadakan rapat berkala.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 25

chaia Badam mcrupakan jabatan eselon Iib atau jabatan

PPrisipradalnil LALARRL praiilidiiia,

Sekretaris merupakan jabatan eselon Illa atau  jabatan
administrator.

3) Kepala Bidang merupakan jabaian eseion ilib aiau jabaian

administrator.
Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan
jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan,
penempatan pemindahan dan pemberhentian pegawai
A

C

W WalilrAta aoln‘r-u PC;A"\ At Darmhina Wanacarwrata
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Luakan Cin wailkiia SCiar aac @ o AAA&)AAAQ RNV tl\/b(l VWaidid.



BAB VIII
PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka
Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu Kota Manado dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2016

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

RUM DJ. USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
EPALA BAGIAN




STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA MANADO TIPE C

KEPALA DINAS

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MANADO
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA MANADO TIPE C
NOMOR : 57 TAHUN 2016
TANGGAL : 31 DESEMBER 2016
1
SEKRETARIS
|
[ 1
SUBBAGIAN PROGRAM

KEUANGAN DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

I

BIDANG PROMOSI, KERJA SAMA PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI

BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN

|

BIDANG DATA, INFORMASI, PENGADUAN ,
PENGAWASAN DAN REGULASI

1

DAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP
T T
[ | 1 [ 1 1
SEKSI PROMOSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI : PELAYANAN
D‘“; A‘ﬁf"“ PELAYANAN PELAYANAN PERENCANAAN DAN SEKPS,E;EZI;QX?‘INAN it
PENANAMAN PERIZINAN PERIZINAN FENGEMBANGAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN
oA EKONOMI SOSIAL PENANAMAN MODAL o 0
j ! a I
UPTD

| 1 1
SEKSI SEKSI SEKSI
PENGELOLAAN PELAYANAN PENGAWASAN
DATA DAN INFORMASI DAN DAN BEGULASI

INFORMASI PENGADUAN

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT




